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ABSTRAK

Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur
masalah pembatalan perkawinan. Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agama maupun oleh Undang-
Undang Perkawinan. Apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka
akad terus dilanjutkan, tetapi apabila ternyata belum memenuhi syarat-syarat,
maka pelaksanaan pernikahan harus ditangguhkan terlebih dahulu. Apabila ada
penghalang perkawinan maka harus dicegah. Bahkan jika perkawinan terlanjur
telah dilaksanakan dapat diajukan pembatalannya. Di Pengadilan Agama
Banjarnegara telah terjadi perkara pemalsuan identitas dan salah sangka yang
akhirnya oleh Majelis Hakim perkawinan tersebut dibatalkan. Perkara yang
dimaksud adalah pemalsuan identitas calon suami, calon istri dan adanya salah
sangka terhadap calon mempelai pria. Perkara pertama adalah perkara Nomor:
808/Pdt.G/2002/PA.Ba antara SK (Penggugat) melawan MF (Tergugat I) dan SY
(Tergugat II) yang merupakan pemalsuan identitas suami. MF yang masih menjadi
suami dari SK, menikah lagi dengan SY tanpa ijin dari SK sebagai istri pertama
dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama bahwa ia akan berpoligami. Perkara kedua
dengan Nomor:568/Pdt.G/2005/PA.Ba antara AK (Penggugat) melawan AT
(Tergugat 1) dan AM (Tergugat II) merupakan perkara pemalsuan identitas calon
istri, dimana AM mengaku masih perawan , padahal ia telah menjadi istri yang sah
dari seorang pria bernama TY. Perkara ketiga dengan Nomor:
691/Pdt.G/2002/PA.Ba antara SKD (Penggugat) melawan SR (Tergugat 1), SM
(Tergugat II), SA (Tergugat III), dan HS (Tergugat IV) berhubungan dengan
terjadinya salah sangka terhadap calon mempelai pria. Pada saat pernikahan
dilangsungkan, calon mempelai pria digantikan oleh orang lain tanpa ada surat
kuasa yang sah dari SR (Tergugat I) sebagai calon mempelai yang asli. Hal ini
dikarenakan SR tidak mau menikah dengan SM. Akan tetapi, pernikahan tetap
berlangsung dengan SA sebagai pengganti SR.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan melihat
permasalahan tersebut dari sudut pandang al-Qur’an, Hadis} serta kaidah fighiyah,
dan pendekatan yuridis yaitu dengan melihat dari sisi perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diperoleh data bahwa
pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan itu karena
pemalsuan identitas dan salah sangka. Pertimbangan hakim ini tidak hanya
melihat dari alasan pembatalan perkawinan yang disebutkan dalam gugatan
penggugat, tetapi hakim juga mendengarkan keterangan dari pihak tergugat serta
melihat fakta-fakta yang ada. Hal ini sesuai dengan hukum beracara di pengadilan
agama bahwa hakim harus mendengar kedua belah pihak, tidak boleh hanya
mendengarkan satu pihak saja, sebab dari sinilah hakim dapat mengetahui akibat
yang akan ditimbulkan jika perkawinan tidak dibatalkan.

Landasan hukum yang dipergunakan pada masing-masing perkara adalah :

1. Perkara Nomor: 808/Pdt.G/2002/PA.Ba : Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 dan Pasal 74 Kompilasi Hukum
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Islam.

2. Perkara Nomor: 568/Pdt.G/2005/PA.Ba : Pasal 9 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

3. Perkara Nomor: 691/Pdt.G/2002/PA.Ba : Pasal 14 dan Pasal 29 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam serta kaidah-kaidah fighiyah.

Akibat hukum yang ditimbulkan pada perkara-perkara di atas adalah
sebagai berikut : Perkara pertama, anak hasil pernikahan MF dan SY tetap menjadi
anak yang sah dari keduanya. MF tetap menjadi suami yang sah dari istri
pertamanya, SK. Harta yang didapatkan dari hasil pernikahan mereka dibagi
Perkara kedua, AM tetap menjadi istri yang sah dari TY. Pernikahan antara AM
dan AT dianggap tidak pernah ada. Pernikahan mereka tidak dikaruniai anak.
Harta yang didapatkan dari hasil pernikahan merekapun dibagi. Perkara ketiga,
pernikahan SR dengan SM dianggap tidak pernah ada. Anak yang sedang
dikandung oleh SM tetap menjadi anak dari SR. Tidak ada pembagian harta
bersama karena keduanya tidak pernah tinggal bersama.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini
menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148
1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf
Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
l Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba’ B Be
(&)
Ta’ T Te
e Sa’ S Es (titik di atas)
o Jim ! Je
H a H Ha (titik di bawah)
(d
Kha Kh Ka dan ha
c Dal D De
& Zal Z Zet (titik di atas)
Ra’ R Er
pJ
Zai Z Zet
> Sin S Es
J
J
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w.'.
‘JD
oo Syin

S ad
b

D ad
b T a
& Z a
_ ‘Ain
(3

Gain
-9 Fa’
K Qaf

Kaf
IJ

Lam
J Mim
© Nun

Wau
J

Ha’
2 Hamzah
D Ya
s
S

Sy

Es dan Ye
Es (titik di bawah)
De (titik di bawah)
Te (titik di bawah)
Zet (titik di bawah)
Koma terbalik (di atas)
Ge
Ef
Qi
Ka
El
Em
En
We
Ha
Apostrof

Ye
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A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama
= Fath ah a A
. Kasrah i I
2 D ammah u U
Contoh:
<aiS - kataba
3575 - zukira
2. Vokal Rangkap
Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama
b g Fath ah dan ai adani
ya’
B Fath ah dan au adanu
wau
Contoh:
2928 - kaifa
Js® -haula
B. Maddah
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Harkat dan
Nama Huruf dan tanda Nama
huruf
Fath ah dan
I ..l .0 a a dan garis di atas
alif atau ya’
§ teees Kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
D ammah
g i il u dan garis di atas
dan wau
Contoh:
Jd -qala

C. Ta’marbut ah
1. Ta’ marbut ah hidup
Ta’ marbut ah yang hidup atau mendapat harkat fath ah, kasrah dan d
ammabh, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

c_O

JLlab’Vl *abg; -raud atual-at fal

2. Ta’marbut ah mati

Ta’ marbut ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah /h/.

Contoh:
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as -t alh ah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbut ah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta’ marbut ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
D. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

LS, -rabbana

J% - nazzala
;.:Ji - al-birr

E. Kata Sandang
1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

J3 30 - ar-rajulu
Hudaiall - asy-syamsu
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F.

G.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan
sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula

dengan bunyinya.

Contoh:
]| - al-badiu
Juadi - al-jalalu
Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah
dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

asf\éi_i ta’khudiina

£2suis SYai’un
Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
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Ox8,1301 a5 54) alll Hls - Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin
Wa innallaha lahuwa khairur-razigin
H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.

Contoh:

_E -
Jsw il V] 3858 b - Wama Muhammadun illar- rasil
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KATA PENGANTAR

ezl pez I alll o

oLogilgalll YLl Vo plogil ual Lo, all. soxll

dJl e g xomo e plwg Juo pelll alow g 03ue [raxo

sy bol . opuzazl aylols
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah fitrah Illahi yang ditetapkan atas semua makhluk
ciptaanNya, baik itu kepada manusia, tumbuhan maupun hewan. Bahkan fitrah
tersebut juga berlaku bagi sel yang paling kecil sekalipun. Perkawinan
merupakan salah satu cara bagi makhluk hidup untuk mempertahankan
kelangsungan dan kelestarian hidupnya. Hakikat ini ditegaskan oleh al-Qur'an

antara lain dengan firmanNya :

' Ug)S pSlel Guze; Lisls s S o9

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di alam
ini, seperti binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan
dan lain-lain termasuk manusia; diciptakan berpasang-pasangan, mempunyai
patner. Oleh karena itu, berpasang-pasangan merupakan sunnah Allah (fitrah
atau hukum alam), yang dari jenis apapun membutuhkannya.?

Wahbah az-Zuhaili> mendefinisikan perkawinan sebagai “akad yang
membolehkan terjadinya al-istimta>" (persetubuhan) dengan seorang wanita,
atau melakukan wat}’, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita
yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan” atau “akad
yang telah ditetapkan oleh syar’i agar seorang laki-laki dapat mengambil
manfaat untuk melakukan istimta>’ dengan seorang wanita atau sebaliknya”.?

Salah satu pakar Indonesia, Sajuti Thalib sebagaimana dikutip oleh Amiur

! AZ\-Z|a>riya>t (51) : 49

2 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, Hukum Perkawinan

I (Yogyakarta : Academia dan Tazzafa, 2004), hlm.15.

3 Wahbah az-Zuhaili>, Al-Figh al-l1a>mi> wa Adillatuhu (Damsyik: Da>r al-
Fikr, 1989), VII : 29
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Nuruddin, mengatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih
mengasihi, tentram dan bahagia.” Sedangkan Ibrahim Hoesin mendefinisikan
perkawinan sebagai “akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin
antara pria dan wanita.” Lebih tegasnya, sebagai hubungan seksual
(bersetubuh).’

Perkawinan yang disyariatkan Islam adalah bingkai agar fitrah yang
diciptakan Allah pada manusia dipergunakan di jalan yang benar, sehingga
mereka dapat menikmati kesehatan badan dan kesehatan jiwa sekaligus. Te
rciptanya keluarga yang sakinah merupakan dambaan bagi setiap insan yang
melakukan perkawinan.

Perkawinan yang dianjurkan Rasul adalah perkawinan yang didirikan
berdasarkan asas-asas Islam yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang
sah dan baik-baik, juga untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam
kehidupan dunia dan akhirat. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian

yang kokoh dan suci yang harus dipertahankan keberadaannya. Allah berfirman :
UiSly Lo sl oS (suadl 189 a9l S

4 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,

Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI (Jakarta:
Prenada Media, 2004), him.40

> Ibrahim Hosein, Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak & Rujuk.
(Jakarta: Thya Ulumuddin, 1971), hlm. 65

6 An-Nisa>' (4) : 21
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Akan tetapi terkadang dalam mengarungi sebuah rumah tangga terdapat
persoalan-persoalan yang muncul dan mengakibatkan renggangnya hubungan
antara suami-istri. Kerenggangan tersebut timbul karena sering terjadi
percekcokan dan perselisihan di antara mereka. Kondisi seperti ini semakin
membuka peluang perceraian.

Islam memahami dan menyadari hal di atas, karena itu Islam
membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu di nilai lebih
baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Walaupun maksud dari
perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan, tentu hal itu tidak
akan dapat tercapai dalam hal-hal yang sudah tidak dapat disesuaikan lagi.
Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak mempermudah perceraian.’
Di Indonesia, setelah diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, untuk terjadinya perceraian harus didasari oleh alasan-alasan
tertentu dan dilakukan di depan sidang pengadilan®

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin
kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, perpisahan yang
terjadi antara pasangan suami-istri tidak hanya berakhir dengan perceraian,
melainkan dapat berakhir pula melalui pembatalan perkawinan. Suatu
perkawinan dapat dibatalkan jika diketahui teradapat syarat atau rukun yang
tidak terpenuhi serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara pembatalan perkawinan tidaklah sebanyak perkara perceraian. Hal

7 Djamil Latief, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1985), him. 30

8 Muhammad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1998),
hlm.268
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ini terlihat dari jarangnya perkara pembatalan perkawinan yang ditangani oleh
pengadilan-pengadilan Agama di Indonesia. Akan tetapi, jika diperhatikan,
angka pembatalan perkawinan tetap ada meskipun tidak setiap tahun. Artinya,
meskipun berada pada jumlah yang sedikit, pembatalan perkawinan tetap ada.
Perkara pembatalan yang biasanya ditangani oleh pengadilan-pengadilan
Agama adalah tentang pemalsuan identitas para pihak, baik dari pihak istri
maupun suami. Selain itu ada juga tentang terjadinya salah sangka terhadap
para pihak.

Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai tanggungjawab melindungi
hukum setiap warga baik dalam bidang perdata maupun pidana, dituntut untuk
memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Hal ini mengandung
pengertian bahwa siapa saja berhak mendapatkan keadilan tanpa ada diskriminasi.
Salah satu wujud untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan
kepastian hukum adalah dengan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana
disebutkan Pasal 17 dalam UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman jo UU No.4 Tahun 2004, dinyatakan bahwa masing-
masing lembaga peradilan mempunyai wewenang memeriksa, mengadili dan
memutuskan perkara menurut kompetensi absolut dan relatif.

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan
perkara perdata di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam. Salah
satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah membatalkan perkawinan
yang tidak sehat.

Perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



IA®° menunjukkan angka yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2001-2006
PA Banjarnegara telah menangani 14 perkara pembatalan perkawinan di
antaranya adalah perkara terjadinya salah sangka calon pengantin, pemalsuan
identitas calon suami dan istri serta adanya wali yang tidak berhak."” Adapun
perkara yang penyusun angkat dalam skripsi ini adalah mengenai pemalsuan
identitas calon suami/istri dan terjadinya salah sangka yang dilakukan dengan
tujuan untuk memperlancar pernikahan yang dikehendaki, menutupi kesalahan
dan menjaga nama baik keluarga. Prosedur gugatan pembatalan perkawinan
sama seperti gugatan pada perceraian. Penggugat mengajukan gugatan dengan
mendaftar ke Kepaniteraan Perkara. Kemudian pengadilan akan membuat
surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri persidangan yang telah
ditentukan waktunya.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan
menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan yuridis.
Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada
nash al-Qur’an, kemudian Hadis}, baru gaul fugaha, kemudian kaidah-kaidah
figh. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menggunakan tinjauan
hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada perkara pemalsuan identitas dan salah sangka, alat bukti yang
digunakan adalah alat bukti tertulis (surat), berupa foto copy identitas, akta

nikah dan dispensasi nikah. Selain itu, ada saksi-saksi yang dihadirkan dalam

o Selanjutnya disebut PA Banjarnegara

10

9 Februari 2007

Wawancara dengan Hidayati, Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, tanggal
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persidangan untuk didengar keterangannya. Alat bukti tersebut dijadikan
bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila perkawinan itu
dibatalkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Akan tetapi,
jika telah diperoleh anak dalam perkawinan tersebut, anak itu tetap menjadi
anak yang sah dari orang tuanya dan berhak mewarisi dari ayah atau ibunya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti
perkara-perkara tersebut. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
pertimbangan yang dipergunakan Hakim dalam memutuskan suatu perkara
pembatalan perkawinan, apakah sesuai dengan Kketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Hal ini penting, apalagi mengingat
apabila perkawinan yang tidak sehat tetap dilanjutkan,maka dapat menimbulkan
kemudaratan yang lebih besar.

Pemilihan PA Banjarnegara sebagai obyek dari penelitian penyusun
didasarkan atas pertimbangan bahwa PA Banjarnegara merupakan salah satu PA
yang cukup banyak memutus perkara pembatalan perkawinan, jika dibandingkan
dengan PA Purbalingga yang sepanjang tahun 2001-2006 menangani 7 perkara
pembatalan perkawinan, PA Wonosobo menangani 11 perkara pembatalan dan PA
Banyumas menangani 10 perkara pembatalan perkawinan. Selama 10 tahun
terakhir, perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di PA Banjarnegara
berjumlah 22 perkara. Tahun 1996-2000 ada 8 perkara, tahun 2001-2006 ada 14
perkara. Penyusun mengambil kisaran tahun 2001-2006 karena perkaranya lebih

banyak dan lebih berragam.
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B. Pokok Masalah
Berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang
dapat dikaji dan diteliti, antara lain :
1.Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan dan dasar
hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara-perkara
pembatalan perkawinan tersebut ?
2.Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada perkara-

perkara tersebut ?
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C. Tujuan dan Kegunaan

1.Tujuan
a.Untuk menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum yang dipergunakan
hakim dalam memutuskan perkara-perkara pembatalan perkawinan tersebut.
b.Untuk menjelaskan akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada
perkara-perkara tersebut.

2.Kegunaan
a.Dari sisi kegunaan ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan
memperkaya khasanah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan
perkara pembatalan perkawinan
b.Dari sisi kegunaan praktis adalah sebagai masukan bagi PA Banjarnegara
dan PA lainnya sebagai lembaga yang berkompeten dalam bidang tersebut

serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
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D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah yang telah penyusun lakukan, karya ilmiah mengenai
pembatalan perkawinan cukup banyak dilakukan, diantaranya adalah karya tulis
dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Tofik, mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto dengan judul “Pembatalan Perkawinan
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 807/Pdt.G/1999/PA.Ba)’.!
Skripsi tersebut membahas tentang suami yang berpoligami tanpa
sepengetahuan istri dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama. Tergugat I yang
menikahi penggugat pada tanggal 20 Mei 1981 dan dikaruniai 2 orang anak,
ternyata menikah lagi dengan Tergugat II pada tanggal 21 Desember 1998.
Hakim membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan
pertimbangan bahwa Tegugat I masih menjadi suami sah dari Penggugat dan
ketika menikahi Tergugat II, ia tidak mendapat ijin Penggugat dan Pengadilan
Agama. Kemudian skripsi yang disusun oleh Awaludin Nur Imawan, mahasiswa
Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri
Yogyakarta dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan
Identitas Istri (Studi Putusan PA. Purwokerto Perkara Nomor
76/Pdt.G/1995/PA.Pwt)"2. Skripsi ini membahas adanya pemalsuan identitas
yang dilakukan oleh Tergugat II dengan mengaku masih gadis, padahal ia telah

menjadi istri seorang pria. Hakim membatalkan perkawinan mereka dengan

! Tofik, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

dengan judul Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor :
807/Pdt.G/1999/PA.Ba )

2 Awaludin Nur Imawan. mahasiswa Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah,
Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan judul Pembatalan Perkawinan Karena Adanya
Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan PA. Purwokerto Perkara Nomor : 76/Pdt.G/1995/PA. Pwt)
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pertimbangan bahwa seorang wanita itu hanya boleh mempunyai satu suami dan
mengingat bahwa resikonya akan lebih besar daripada manfaatnya. Fairus
Mustafiq, mahasiswa Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta
dengan judul “Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan Adanya
Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan dan Penetapan PA Banyumas
Tahun 1997-1998) >3 Skripsi ini meneliti pembatalan perkawinan yang terjadi
di PA Banyumas selama Tahun 1997-1998 pada perkara penipuan atau
pemalsuan identitas suami.

Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum
Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI karya Amiur Nuruddin dan
Azhari Akmal Tarigan, membahas mengenai pembatalan perkawinan secara
khusus dalam bab tersendiri. Karangan A. Mukti Arto “Praktek Perkara

5

Perdata Pada Pengadilan Agama”.” Buku ini membahas tentang acara

pembatalan perkawinan dan tata cara pelaksanaannya. M. Yahya Harahap

”® membahas mengenai hukum acara

dalam karyanya “Hukum Acara Perdata
yang berlaku pada perkara perdata termasuk pembatalan perkawinan. “Aneka

Hukum Perceraian di Indonesia” yang ditulis oleh Djamil Latief’. Di dalam

3 Fairus Mustafiq, mahasiswa Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri

Yogyakarta dengan judul Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan
Status Calon Suami ( Studi Putusan dan Penetapan PA Banyumas Tahun 1997-1998 )

4 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
Studi Kritis Perkembangann Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI (Jakarta :
Prenada Media, 2004)

> A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet.ke-6
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

6 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

7

Indonesia, 1985)

Djamil Latief, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta : Ghalia
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buku ini terdapat berbagai macam perceraian yang terjadi di Indonesia,
termasuk didalamya terdapat pembatalan perkawinan. Kemudian Undang-
undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.?

Wahbah az-Zuhaili> dalam kitab “Al-Figh al-Isla>mi> wa Adillatuhu «°
pada juz VII tentang al-ah}wal asy-syakhs}iyyah Kitab tersebut membahas
secara lengkap mengenai hukum keluarga. As-Sayyid Sabiq dalam kitab “Figh
As-Sunnah ”'°, membahas munakahat dalam bab tersendiri, serta a-Jaziri>
dengan kitabnya “Al-Figh 'Ala> al-Maz\a>hib al-Arba'ah ”."

Berdasarkan hasil telaah tersebut, penyusun mengambil judul “Zinjauan
Hukum IslamTerhadap Pembatalan Perkawinan Di PA Banjarnegara Tahun
2001-2006” karena judul tersebut berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah
dilakukan. Meskipun banyak mahasiswa yang mengangkat judul tentang
pembatalan perkawinan namun mayoritas hanya membahas satu perkara saja,
penyusun berusaha untuk menyusun skripsi yang berbeda, yaitu dengan

mengangkat beberapa perkara sekaligus.

8

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Dengan Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia (Surabaya : Arkola)

o Wahbah az-Zuhaili>, Al-Figh al-Isla>mi> wa Adillatuhu (Damsyik: Da>r al-
Fikr, 1989)

10 As-Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah, alih bahasa Moh. Thalib, cet.ke-1 (Bandung;:
Al-Ma'arif, 1996)

u Al-Jaziri>, Al-Figh 'Ala> al-Maz|a>hib al-Arba'ah (Beirut; Da>r al-Kutub al-
[Imiyyah,t.t.)
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E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang dimaksud adalah landasan teori yang dipergunakan
penyusun sebagai problem solving tentang pembatalan perkawinan di PA
Banjarnegara.

Diputusnya suatu pembatalan perkawinan oleh PA Banjarnegara karena
proses perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
merupakan suatu putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-
undangan dan asas kemaslahatan umat. Dalam UU No.l1 Tahun 1974 pada
Pasal 5 ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa seorang suami yang hendak menikah
lagi harus ada ijin atau persetujuan dari istri, lebih jelas lagi disebutkan dalam
KHI bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan
poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.'

Berdasarkan kemaslahatan suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-
ketentuan hukum dapat dibatalkan, karena mengakibatkan timbulnya suatu
mud} arat bagi salah satu pihak yang merasa dirugikan, bisa juga terhadap
pihak-pihak lain yang mempunyai ikatan perjanjian dengan perkawinan
tersebut. Maka pada prinsipnya suatu kemud} aratan harus dihilangkan sesuai

dengan kaidah yang berbunyi :

Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan

sebaliknya, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Islam

! Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf a

2 Al-Jaziri>, Al-Figh 'Ala> al-Mazla>hib al-Arba’'ah (Beirut: Da>r a-Kutub al-
lImiyyah,t.t.), IV : 8-9
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hanya meyakini monogami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan hanya
dalam keadaan darurat saja seorang suami dapat melaksanakan perkawinan
lebih dari satu istri, sedang bagi seorang istri tidak dapat memiliki lebih dari
seorang suami. Poligami menurut Islam, baik secara teori maupun prakteknya
bukan suatu perkawinan yang harus dilakukan, melainkan sebagai jalan keluar.
Sedang poliandri, dimana seorang wanita yang masih menjadi istri orang,
menikah lagi dengan pria lain dilarang oleh Islam. Hal ini jelas-jelas telah
melanggar ketentuan yang berlaku dan harus dibatalkan.

Apabila suatu perkawinan itu disahkan akan menimbulkan mud} arat yang
lebih besar, sedangkan untuk membatalkannya akan membawa mud}arat yang
lebih ringan, maka selayaknya perkawinan tersebut dibatalkan. Ini didasarkan

pada kaidah yang berbunyi :
WO Lol el o ooregy (6 oy P P |
> lopas|
Poligami dan poliandri yang berujung pada pembatalan, biasanya tata cara
pelaksanaannya tidak benar. Agar terlepas dari peraturan hukum yang ada,
maka perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Tidak
jujur disini adalah dengan memalsukan identitas dan status para pihak atau salah
satu pihak. Kepada petugas pencatat perkawinan, mereka mengaku masih jejaka
bagi yang pria dan perawan bagi yang wanita. Peristiwa ini bertentangan dengan

pernyataan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain

tidak dapat kawin lagi, kecuali bagi suami dan itupun harus mendapat ijin dari

3 Ibid.
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pengadilan. *

Sejenis dengan poligami dan poliandri yang memalsukan identitas dan
status, terjadinya salah sangka terhadap para pihak pun menjadi salah satu
alasan suatu perkawinan harus dibatalkan. Salah sangka yang dimaksud adalah
digantikannya atau diwakilkannya calon mempelai tanpa diketahui
kebenarannya oleh petugas. Hal ini bisa saja terjadi karena pada saat terjadi
pemeriksaan dan dilangsungkannya perkawinan, para pihak tidak
memberitahukan bahwa calon mempelai diwakilkan oleh orang lain, sehingga
pada akhirnya perkawinan tetap dilaksanakan.

Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak jujur dan memalsukan
identitas. Hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat
merugikan salah satu pihak karena merasa dirinya ditipu. Akibatnya salah satu
pihak tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dan kalaupun dilanjutkan
akan berakibat memburuknya rumah tangga dan Allah tidak menghendaki
yang demikian.’

Sehubungan dengan masalah di atas, Undang-Undang Perkawinan telah
memperingatkan adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri serta
pemalsuan identitas oleh salah satu pihak. Kaitannya dengan hal tersebut,
barangsiapa keberatan dengan adanya pemalsuan identitas dapat mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dalam memeriksa perkara, majlis hakim perlu meneliti dan menelusuri

4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3

5 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet.ke-3

(Jakarta : Bulan Bintang, 1983), him.212

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



secara seksama terhadap bukti yang dijadikan bahan gugatan, sehingga hakim
benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutus perkara

hakim tidak cukup berdasarkan persangkaan saja, sebagaimana firman Allah :

liassd Ly 3wl pSsl> 0 lgiols ol Ll
pided lo (sde lg=naid allp= logd lguwai Ul
‘a0 U

Ayat tersebut mengandung pengertian dan kaidah bahwa hakim sebelum
memeriksa perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (gugatan)
supaya kebenaran dan kepastian dapat diyakini.

Dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan, hakim dituntut untuk benar-
benar mengakui kebenaran bukti-bukti yang telah diteliti, sehingga bukti
tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan
memudahkan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menepis

hal-hal yang menjadi keraguan, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam :

+eladb Jly V ousll

Putusan pembatalan perkawinan oleh PA Banjarnegara merupakan suatu
putusan yang didasarkan atas kemaslahatan namun tidak menutup
kemungkinan ada pihak yang merasa dirugikan. Bila dilihat lebih lanjut pada
prinsip suatu hukum dalam hal ini antara ketentuan hukum yang mencegah
dengan ketentuan hukum yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan

lebih dikedepankan suatu ketentuan yang mencegah, sesuai kaidah :

6 Al-H{ujura>t (49) : 6

7 Al-Jaziri>, Al-Figh..., IV : 8-9
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Dengan melihat perkara yang ada maka permasalahan yang perlu
pembahasan yang lebih lengkap dan akurat adalah dengan memberikan solusi
atas putusan yang tepat dan seadil-adilnya dengan merujuk dan berdasarkan
pada ketentuan hukum.

Berdasarkan teori-teori di atas, penyusun berusaha untuk menggunakannya
dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam perkara pembatalan
perkawinan karena pemalsuan identitas suami atau istri dan terjadinya salah

sangka calon mempelai.

8 Ibid.
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F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas, penyusun

menggunakan metode sebagai berikut :

1.Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau tempat yang
menjadi obyek penelitian, dalam hal ini PA Banjarnegara menjadi obyek
untuk mengkaji dan menelusuri bahan-bahan yang relevan dengan
permasalahan yang diangkat.

2.Sifat Penelitian
Sifat penelitian adalah deskriptik-analitik. Deskriptik adalah menjelaskan
suatu gejala atau fakta, sedang analitik merupakan sebuah upaya untuk
mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan
penelaahan guna mencari makna.! Penelitian ini ditujukan untuk
mendeskripsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu perkara
pembatalan perkawinan untuk kemudian dianalisis dengan kerangka-
kerangka teoretik yang telah dirumuskan.

3.Populasi dan Sampel
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih sampel
yang mempunyai karateristik yang dapat mewakili Kkarakter populasi?

Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah semua perkara pembatalan

Jujun Suria Sumantri, Pedoman Penulisan Ilmiah (Jakarta: IKIP Negeri, 1987),
hlm.35

2 Ida Bagus Mantra,dkk., Penentuan Sample Dalam Buku Metode Penelitian
Survey, disunting oleh Masri Singarimbun dkk (Jakarta: LP3S, 1989), hIm.169
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perkawinan di PA Banjarnegara selama tahun 2001-2006 dan sampelnya
adalah pengambilan 3 perkara, yaitu perkara Nomor: 808/Pdt.G/2002/PA.Ba
tentang  pemalsuan  identitas calon  suami, perkara = Nomor:
568/Pdt.G/2005/PA.Ba tentang pemalsuan identitas calon istri, perkara
Nomor: 691/Pdt.G/2002/PA.Ba tentang terjadinya salah sangka calon
mempelai pria. Alasan penyusun mengambil sampel-sampel di atas adalah
karena dari 14 perkara yang ada, 3 perkara tersebut menarik untuk dikaji dan
mewakili perkara lain yang mayoritas perkara pemalsuan identitas.

4.Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :
a.Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen, dalam hal ini
berkas salinan putusan pembatalan perkawinan di PA Banjarnegara dan
bentuk lain seperti buku dan majalah.
b.Interview/wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya
jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan
penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Panitera yang ada
di PA Banjarnegara. Metode ini digunakan sebagai alat pelengkap untuk
memperoleh data.

5.Pendekatan
a.Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
melihat sisi baik dan buruknya berdasarkan kacamata al-Qur'an, sunnah

dan kaidah-kaidah fighiyah.
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b.Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku.

6.Analisis Data
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data
tersebut dengan :
a.Induksi, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk
kemudian digeneralisasi. Dengan metode ini, diuraikan terlebih dahulu
permasalahan seputar pembatalan perkawinan di PA Banjarnegara, kemudian
dianalisis dan diinterpretasikan secara obyektif
b.Deduksi, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum
kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dengan metode ini, dianalisis
pembatalan perkawinan dengan tinjauan normatif maupun yuridisnya.
Norma-norma yang ada dalam al-Qur’an, Hadis} dan kaidah-kaidah
fighiyah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku diterapkan pada

fenomena pembatalan perkawinan yang terjadi.
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G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini adalah
sebagai berikut :

Bab Pertama : Sebagai pintu masuk menuju kepada pembahasan selanjutnya.
Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Sebelum melangkah lebih jauh, maka terlebih dahulu perlu
dipahami konsep-konsep pembatalan perkawinan yang berkembang saat ini serta
konsep yang dipergunakan penyusun, sehingga diketahui diantara konsep-konsep
yang ada, konsep pembatalan perkawinan seperti apa yang menyebabkan suatu
perkawinan itu harus dibatalkan. Dikemukakan juga alasan-alasan dapat
dibatalkannya suatu perkawinan dan pihak-pihak mana saja yang dapat
mengajukan pembatalan perkawinan.

Bab Ketiga : Memberikan gambaran umum tentang kasus pembatalan
perkawinan yang masuk ke PA Banjarnegara, putusan terhadap kasus
pembatalan perkawinan dan dasar hukum yang dipergunakan.

Bab Keempat : Merupakan sintesis dari bab kedua dan bab ketiga. Bab ini
merupakan analisis dari kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan
identitas dan terjadinya salah sangka, mulai dari fenomena kasus pembatalan
itu sendiri, pertimbangan dan landasan hukum dari putusan tersebut hingga
akibat hukum yang terjadi dari pembatalan perkawinan tersebut.

Bab Kelima : Bab ini merupakan kesimpulan yang berisikan jawaban
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terhadap pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta beberapa masukan

dalam bentuk saran-saran yang konstruktif.
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BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada bab-bab di atas, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Pertama, pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam

memutus perkara pembatalan perkawinan adalah untuk menghindarkan

adanya mud}arat yang lebih besar lagi jika hubungan perkawinan tetap
diteruskan. Hakim dengan melihat bukti-bukti yang ada serta tanpa keraguan
dapat memutuskan pembatalan perkawinan. Dalam skripsi ini ada tiga perkara
yang penyusun angkat. Perkara pertama adalah pemalsuan identitas suami,
yaitu antara SK (Penggugat) melawan MF (Tergugat I) dan SY (Tergugat II),
dimana MF yang telah menikah dengan SK dan dikaruniai 2 orang anak,
menikah lagi dengan SY dan mengaku masih jejaka. Pada saat akan menikahi
SY, MF tidak meminta ijin kepada SK sebagai istri pertama dan tanpa ijin dari
Pengadilan Agama untuk berpoligami, sehingga MF telah melanggar UU
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Dalam
pertimbangannya, hakim menggunakan Pasal 24 dan 25 UU Perkawinan jo
Pasal 71 dan 74 KHI sebagai landasan hukum dalam mengambil putusan.
Perkara kedua pemalsuan identitas istri, yaitu antara AK melawan AT dan AM,
dimana pada saat AM menikah dengan AT mengaku masih perawan, padahal
ia telah terikat perkawinan dengan seorang pria bernama TY. Dalam
pertimbangannya, hakim menggunakan Pasal 9 UU Perkawinan jo Pasal 71
KHI sebagai landasan hukum dalam mengambil putusan. Perkara ketiga

adalah salah sangka terhadap calon mempelai pria, yaitu antara SKD melawan
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SR, SM, SA dan HS. SR yang tidak mau menikah dengan SM pergi ke
Bandung untuk menghindari pernikahan. Akan tetapi, pernikahan tetap
berlangsung dengan SA sebagai pengganti SR tanpa ada surat kuasa yang sah
dari SR untuk mewakilkan. Pertimbangan hakim dalam putusan adalah Pasal
14 dan Pasal 29 ayat (2) KHI serta kaidah-kaidah fighiyah.

Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan pada perkara-perkara di atas
adalah sebagai berikut : 1) Perkara antara SK melawan MF dan SY. Anak hasil
pernikahan MF dan SY tetap menjadi anak yang sah dari keduanya. MF tetap
menjadi suami yang sah dari istri pertamanya, SK. Harta yang didapatkan dari
hasil pernikahan mereka dibagi. 2) Perkara antara AK melawan AT dan AM.
AM tetap menjadi istri yang sah dari TY. Pernikahan antara AM dan AT
dianggap tidak pernah ada. Pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Harta
yang didapatkan dari hasil pernikahan mereka dibagi. 3) Perkara antara antara
SKD melawan SR, SM, SA, dan HS. Pernikahan SR dengan SM dianggap
tidak pernah ada. Anak yang sedang dikandung oleh SM tetap menjadi anak
dari SR. Tidak ada pembagian harta bersama karena keduanya tidak pernah

tinggal bersama.
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B. Saran

1. Pembatalan perkawinan seharusnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan
rumah tangga. Untuk menghindari terjadinya pembatalan tersebut
alangkah baiknya jika para pihak yang hendak melangsungkan pernikahan
harus benar-benar telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Apabila
terdapat kekurangan dalam syarat atau rukunnya, maka sebaiknya
dilakukan penundaan hingga terpenuhi semua syarat dan rukun nikah,
bukan memaksakan diri untuk tetap menikah tetapi akhirnya dibatalkan.
Namun jika kekurangan itu memang tidak dapat dipenuhi atau karena
memang terdapat larangan untuk menikah maka pernikahan seyogyanya
tidak dilaksanakan.

2. Hakim perlu untuk memperlihatkan wawasannya dalam penguasaan

hukum dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan dari al-Qur’an,

Hadis} serta gaul fuquha. Selain menambah kewibawaan, putusan juga
lebih bisa dipertangggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam
penyusunan putusan juga perlu diperhatikan mengenai bahasa, kalimat dan
tanda baca. Hal ini dimaksudkan agar putusan tersebut tidak kabur dan
lebih mudah dipahami oleh pembacanya.

3. Pegawai Pencatat Nikah dalam memeriksa dan meneliti kelengkapan
surat-surat dan syarat-syarat melangsungkan pernikahan hendaknya lebih
cermat lagi, sehingga dapat meminoritaskan adanya kasus pembatalan.
Kepala Kantor Urusan Agama dan Stafnya juga perlu melakukan

pengawasan yang lebih ketat lagi agar dapat menghindari adanya
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kesalahan prosedur nikah.
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Bab No.FN HIm
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1

12

13

14

15

15

52

53

Terjemah

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan
supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain
sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat

Suatu kemud} aratan harus dihilangkan

Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati diantara dua
mafsadat itu mana yang lebih berat dan mana yang lebih
ringan, maka dipilih yang lebih ringan mafsadatnya

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan
teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada
suatu  kaum tanpa mengetahui keadaannya yang
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu

Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keragu-raguan

Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang
mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu
perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah

Orang yang melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri
atau orang lain adalah mampu untuk melakukan akad

Maka tidak sah nikah kecuali atas suami istri yang tertentu
keduanya, karena yang dimaksud dalam nikah adalah
tertentunya suami istri, maka tidak sah tanpa tertentunya
suami-istri
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4 9 62
10 64
11 66
12 66

Mencegah kemud}aratan didahulukan atas mengambil
maslahah

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah
telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas
kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian
(yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini
bukan untuk berzina.

Orang yang melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri
atau orang lain adalah mampu untuk melakukan akad

Maka tidak sah nikah kecuali atas suami istri yang tertentu
keduanya, karena yang dimaksud dalam nikah adalah
tertentunya suami istri, maka tidak sah tanpa tertentunya
suami-istri

II
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Hukum Islam. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah Figh As-Sunnah yang
ditulis atas anjuran dari Hasan Al-Banna, salah satu tokoh Akhmatul Muslimin.
As-Sayyid Sabiq wafat pada bulan Februari tahun 2000 di Mesir.
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4. Wahbah az-Zuhaili>
Nama lengkapnya adalah Mustafa az-Zuhaili>, lahir di kota Dar’atiyah
Damaskus pada tahun 1932, beliau belajar di Fakultas Syari’ah Universitas al-
Azhar Kairo pada tahun 1956 dan memperoleh gelar Doktor dalam Hukum (asy-
Syari’ah al-Islamiyah) pada tahun 1963. Pada tahun ini pula beliau dinobatkan
sebagai dosen di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang
Figh, Ustu>| al-Figh.
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DAFTAR PERTANYAAN

1. Sepanjang tahun 2001-2006 ada berapa kasus pembatalan perkawinan yang
masuk ke Pengadilan Agama Banjarnagara?

2. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan perkawinan?

3. Mengapa pemalsuan identitas dilakukan untuk menutupi terhalangnya suatu
pernikahan?

4. Mengenai salah sangka, mengapa pihak-pihak yang mengetahui yang sebenarnya
tidak melaporkan ke PPN?

5. Apa alasan-alasan para pihak melakukan penipuan atau pemalsuan tersebut?

6. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara pembatalan
perkawinan tersebut?

7. Bagaimana prosedur pelaksanaan pernikahan yang benar?

8. Mengapa sampai terjadi pelaksanaan pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan
apakah hal tersebut berhubungan dengan kurangnya pengawasan dan ketelitian

dari pihak KUA?

v
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DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/536/2007 Yogyakarta, 8 Maret 2007
Lamp -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada ’
Yth. Kepala Bappeda Propinsi DIY
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu ‘alaikum Wr.Wh

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perfu
melakukan penelitian guna mendapat data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon
bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah :

Nama : Festina Raini Musfiani
NIM : 03350013
Semester : VII (delapan)

Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Judul Skripsi : “ Pembatalan Perkawinan Di PA. Banjarnegara Pada Tahun 2001-2006
Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Agama Banjaregara

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wh

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari’ah (sebagai laporan)
2. Arsip
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH !STIMEWA YOGYAKARTA
BADANPERENCANAAN DAERAH

(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor ; 070/ 1515 Yogyakarta, 9 Maret 2007
Hal . ljin Penelitian Kepada Yth.
Subernur Jawa Tengah
c.q. Ka. Bakesbanglinmas
’ di SEMARANG
Menunjuk éurat
Dari © Kajur. AS Fak. Syariah - UIN Sunan Kalijaga
Nomor : UIN.OZIASIPP4OO.9_/536/2007
. Tanggal @ 8 Maret 2007
Perihal yjin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh
peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama . FESTINA RAINI MUSFIAN!

No. Mhs. . 03350013

Alamat Instansi  : J1. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : PEMBATALAN PERKAWINAN D! PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
) TAHUN 2001-2006

Waktu 09 Maret 2007 s/d 09 Juni 2007
Lokasi . Banjarnegara - Propinsi Jateng

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah
setempat.
Kemudian harap menjadikan makium.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth,

1. Gubernur DIY (sebagai laporan),
2. Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka, Yk;

£ 2y |

PNANANG SUWANDL MMA
ANG.SL

4 490 022 445

i3k Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

VIl
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 12 Maret 2007,
Kepada

Yth. BUPATI BANJARNBGARA
UP, KA. KESBANG & LINMAS

)4

Nomor . 070/ 303 /111/2007. BANJARNEGARA
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : GUBERNUR DIY

Tanggal :

. 9 Maret 2007

Nomor i ?y,o /1515

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama . FESTINA RAINI MUSFIANI

Alamat ' UIN BUKA Yk

Pekerjaan ! Mahasiswa

Kebangsaan ' Indonesia

Bermaksud mengadakan

penslitian fudul 3
* PEMBATAKAN PEEXAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANJ/RNEGARA TAHUN
2007 » 2006 ¢

Penanggung Jawab : DRSs SUPRIATNA, MSi
Peserta :

Lokasi Kab, Banjarnegara
Waktu * 12 Maret - 9 Jun! 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma
yang berlaku di daerah setempat

‘Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
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PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

BADAN PERENCANAAN DAERAH

Jalan Dipayuda No. 30 A Telp. ( 0286 ) 591142
BANJAKNEGARA 53414

1L

a.

b.

I.  Dasar

l.Nama

2. Pekerjaan

3. ;
4. Maksud dan tujuan :
5.

6.
7.

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVIEY
NOMOR : 072/ 101 /2007

Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banjarnegara Nomor : 071/09/2007 tanggal 20 Maret 2007 Perihal
Rekomendasi [jin Penelitian An. FESTINA RAINI MUSFIANI.

Il Yang bertanda tangan di bawah inj :

Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Banjarnegara, menyatakan tidak berkeberatan atas
pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud
oleh :

di Wilayah Kabupaten Banjarnegara vang dilaksanakan

FESTINA RAINI MUSFIANI

Mahasiswa

Cipawon RT 05 RW IV Bukateja Purbalingga

Penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan judul :

" PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
BANJARNEGARA TAHUN 2001-2006 .

Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara

Drs. Supriatna, M.Si.

FESTINA RAINI MUSFIANI

Alamat

Lokasi
Penanggungjawab
Pelaksana

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak disalahgunakan untuk
lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bahwa sebelum melaksanakan tugas yang sifatnya langsung kepada responden agar terlebih
dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan
petunjuk teknis seperlunya.

Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud diminta kepada yang bersangkutan
untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Banjarnegara Cq. Kepala BAPEDA
Kabupaten Banjarnegara pada kesempatan pertama.

Surat ijin pelaksanaan Penelitian / Research / Survey ini berlaku dari tanggal 20 Maret 2007
sampai dengan 20 Juni 2007, dan dapat diperbaharui kembali.

maksud dan tujuan

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Banjarnegara
: 20 Maret 2007

AN. KEPALA BAPEDA
KARUBAFEN BANJARNEGARA
N ‘Kﬁh&& ang Litbang,

"
Matergi Legg:

" BUDI SAXTOSO, SH
L
Ra. 5000,

N2t NI
"‘*Tiff‘fiwo 102912
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PENGADILAN AGAMA KELAS | A BANJARNEGARA
Jalan. Let. Jend. Suprapto Telp. 0286 592810 Fax— 592593
BANJARNEGARA Kode Pos. 53418

SURAT KETERANGAN
Nomor : PA.k/25/P/HKk.03.4/ 34%A /2007

' Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Kelas
|A Banjarnegara, menerangkan bahwa :
Berdasarkan surat Rekomendasi Research/Survei Nomor
072/101/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang dibuat Kepala BAPEDA
Kabupaten Banjamegara, maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : FESTINA RAINI MUSFIANI
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat :RT05 RWIV Desa Cipawon Kecamatan

Bukateja Kabupaten Purbalingga

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan
Agama Kelas IA Banjaregara sejak tanggal 09 April 2007 sampai sengan
tanggal 27 April 2007, untuk memperoleh data-data dalam rangka
penyusunan Skripsi dengan judul * PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TAHUN 2001-2006"

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Banjaregara, 27 April 2007

An. KETUA,

f.

X
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SALINAN PUTUSAN
Momor: 808/Pdt.B/Z2002/PA . Ba.

Bismillahirrahmanivrabin
PDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Fengadilan Agama Barnjsrnegara telah mengadild dan
meniatuhkan putusan  dalam  tingkst pertema  atas perkara
Fembatalan Mikah antara @

SUKARNINGSIH  &l. SEKARMINGSIH binti MUHROSIN, wmur 31
tahun, OSgama Islam, pekerjasan tani, tinggal di RE.08
Fw. IV, Dukuh Furwosari, Desa Bondosuli, Kecamatan Bulu,
Kabupaten Temanggunyg, selanjutnya disebut Penggugats

MELAWAN

1. MIFTAHUDIN bin WAHADI, umur 24 tabhun, Agama Islam,
pekerjaan  sopir, tinggal di Rt.08  Rw. IV, Dukub
Puruczari, Dess Gondosuli, Kecamatan Bulu, cabupaten
Temangoung, selanjutnva disebut  Tergugat Ij

2. SUWYATI - binti QUMQNBI: umr 36 tabun, Agama Islam,
pekerjaan dagang, tingoal di Dukub Moadisari, Desa
BGondosuli, Kecamatan Bulu, kKabupaten Temangoung,
selanjutnys sebagai TERGUGAT Il:

A, BUKARDT, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dengan a&lamat

: Jl. Rava Mantrianom, Km.08, Kecamatan Bawang, Kabu-

pater v Banjarnegara, selaniutnya disebut ]
TERGUSAT TII:

Fengadilan Agama terasbut;

Setelah mempelajari berkas perkarai

Setelah mendengar keterangen Penggugat, para Tergugat dan
Baksi~Saksi di persidangang

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa pata tanggal 4 Juni 2002 Fenggugat telah smengaju-
kan Bugeatan Fembatalan Mikah dan hemudian  terdaftar pada
Kepaniteraan Fengadilan Agama Fanjarnegara dengan  Nomor
Register @ B0B/Pdt.B/2002/FA.Ba. vang pada pokoknys adalah
sebagal berikut:

XI
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Bahwa Pengguost adalah sebagai istri ssh dari  Tergugat
Lo pernikshannve tercatat pada Rantor Urusan Agama Kecamatan
Bulu, Kabupaten Temanggung, dengan Kutipan Akta Nikah nomor:
148/54/15/1989 tanggal 22 September 1989;
Halma  dari pernikahan Fenggugat dan Tergugst I, telab
dikaruniasi 2 orang snaky
Babwa Pengougat dan Yergugat | belum  pernah beroerad
dan masih berstatus sebagaei suami istrig
Bahwa Tergugat I dan Terguget 11 telah  aslangsungkan
paernibahan di  Hantor Urusan  Agama B ama tan Bavearg o
Kabupsten San farnegara chargarn fakta ik ak st %
BES/OTAXIAZ2001 tanggal 2 Nopember 2001
Batwia  peroikahan Tergugat [ dan Tergugat 11 tanpa
aepeEngetuen Pengguagat dan  Terguaat 1 telab miakukan
poiigami tanps 1iin dari Pengadilan Agamas
Bordavarban uwraian o1 atas, Pengougat mohon  kepads
Perngadilan Agama Banjarnegars sope sengedili dan mematushans
1. Mengsbulkan Gugatan Penggugats
de HMembatalban perpniiahen Terguogst 0 (MIFTAHUDIN  bin
WEHALDT )  dengan Tergugat 11 (BUYATI  bkinti  SUWANDI)
Cyang peranikahannyva tercatat delam Akta Hikab Nomor g
SRGAGT/KI/E200)  tanggal 2 Nopember 2000 di Hantor
Urugan Ay e ‘K@mamatan Wawarig, - Kabupaten
Harjarnegar «; .
I. Menetapkan beava dalam perkara ind senurot hukums

Ataw meeberikan putusan lain yvang seadil-adilnyag

Babma  Pongougat, Terguget 1 dan Tergugat 111 hadir
sendiri  di persidengan sedenokan Tergugaet 11 tidak hadie,
malatpun telsh dipanggil secara resmi dan patut untuk  meng-
hadap hepsrsidangan;

Babwa Mailis Makim telabh berusabs mendamalkan Fengougat
dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasils

Babhwa kemudian dibacakan gugatan Pengougst vang isinya
tetap dipertahanken olebh Peoggugaty

Babwes stas gugatsn Pengogugaet tersebut, para Tergugsat
memberikan dawaban vang pada pohoknyae  adalah sebagal
berikuts:
Tergugat 1 3
= Habwa semis dalil gugatan Penggugat adalab benar semuanvay
=~ Bahwa  pernikahan Tergugat 1 dengan Tergugat 11 dilakukan

barena adanya pakssan davi masyarskat sctefipat, sedangkan

Fengguaat tidak mengijinkan Tergugat wntuk menikah lagi,

mak & T&rgu@mt I memalsukan  keterangan, oengaku  jejaka
bopada Kepala Desa Pucang, FKecamatan Bawang, Habupaten
Banjarnegaras
= Babwa  Terguget I tidak bkeberatan perpikabannys  dengan
1 Tergugat 11 dibatalikan, akan tetap: Tergugat I mochon  agar
Tergugat 1T diberitahu isi putusarmva harera da  sedsng
hamil 4 bulang

XII
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Tergugat 111
Batwa  benar Terguget 111 yang menikahian Tergugat I dan
Tergugat 11 pada tanggal 2 Nopember 002 M3
Fatwa  Tergugat I11 berani meniksbban Tergugat [ dengan
Targugaet I karens sdanyas surat-surat persyvaratan Mikah
dari Oess Pucang, Kecamatan Bawang., Surst Feterangan Wali
Mibah dari Gendossl i, Fecamatan CBulu, Kabupaten
Temanggung worta putuman dari Pwnnad;ian Agama  Temanggung
tentang status Tergugat 11 adalah Fandag

= Babwa  Tergogat 113 tidak keberatan pernibaban Tergugat |
dengan Tergugat 11 dibatslkan karena tidak ada i1jin polig-
ami  dari Pengadilsn Aogama  sertas Tergugat | telah me@rvi g
aparat pomorintahs

Gaktma Penggugat dimubka sidang telah mengajukan o bukti
surat berups s ;
L. Fate copy dkta Mikah dari Ksntor Urusan Agama Kecamatan
Bula, tabupatern Temangounag nomor o 148;14f!£!1?$? tmnggal
22 %&pt@nﬁar 1987 (diberi tanda &, 1};
. bupliket utipsn  #8kia Mikak dari  brantor Urusasan  Agama
Kecamatan Bawanyg, Kebupsten ﬂﬁmjawaagmra, [al=1 H
EAGR Pw 01/39/VE /72002 tanggal 3 Juni 2002 tdiberi  tanda

Fadls -
Babwa Tergugat jugs sengaiukan bukii surat berupa 3
- Burat partanyean dari Pengguoat veng 121 pokoknya tidak
alan meapermassl shban perodbkabsn Yerogugat [ dengan Tergu-
aat 11 tertanggal 27 Desember 2001 y&ﬁg isi  dan tanda
tangannyva dibenarkan oleh para pibaks
Bahwe Pesggugat, Tergugat @ dan Tergugat 111  sudah
mencukupkan keterangannya den mobon patusman s
Habwa  urbok mempersingkat uraian dalenm  putusan ind,
moka  ditorduk bal ibmal vang dimueat delam berita acara

Y

perkara inig
TENTANG PERTIMBAMGAN HUK!LIY

Menimbang, babwa maksud dar tuiosn gugatan Pengougat
Bdalan ssbaasimana yang telah diuwraihan diatasg
: oo i mbang . hahm& Majelis Hakim telah mendamaikan mara
pihak vang berperkarae oban tetapi tidak berhasily

Nﬁhimnang, bBabws Tergugat 11 tidak hadiv dipersidangan,
menkipun  telak dipanggil secars resms dan patut, dan  tidak
ternvata  ketidakhadirannve bkarena alazan vang sah maba
meenurut Mailis  Hakim ketidakhadirannya tidak menghalangi
proses pentatuhsn putusan sebab telab dipanogil sebanvak dua
kalis
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Menimbang . hahué berdasartan bokti FP.1l maks harus
dinvataba:  bahwa Penggugat telah terikst perkawinan  dengan
Tergugat 1 sebagsi perkewminan pertama, sedsngbkan berdasarbkan
bukti F.2 maka ternvata Tergugat | telah menikah lagi dengan
Targuogat 113

Menimbang, bahwa berdasarkan  buekti POl P2 serta
pererangan  Feogougst  veng  diakuil oleh Terpugst 1 serts
kpterangan  VTergugaet 111 maka terdapat fakte-dakta dipersi-
dangan sebagsi beribkut :

- Babwa Penggugat dengan Teegugat | oadalan suami istri  vang
sab dan Peangougat sebagel isntrl pertamag

~ Babma  Tergugat o telah menikah lagl dengan  Tergugat 11
tenpa iiin dari Pengguuat sebagal istri pertama dan  tidak
ada  iiin  dari Pengadilasn Agems serts  terdaspat  penipuan
dari Tergugat 1  kepada Kepala Fantor Urussn Agama
Yecamatan Bamang, K&bupaimn Banjarnsgara;

Menimbang, babtws dari fakta-fakts terzebut diatas, maka
perbavinan Teraugaet [ dengan Tergugat Ilbertentangan dengan
Fasal T avat {2) dan Pasal % Undang-Undang nomor 1 Tahun
1974  je. Panal B4 avat (1) dan Pasal 58 avat (1) Kompilasi
Hukum fsiam  oleh  karenanva berdazarkan Pasal ¥4 dan U3
Untigng-tndang Nomor 1 Tabun 1974 jo. Pasal 7t den Pasal 74
kompi lasd Hukum Islam perkswinan Tergugsat 1 dengen  Tergugat
11 dapat dibataikan, dengan demibian gugatan Penggugat dapat
dikabealican:

CMeniabang, batwa  gugatan ‘Panggugat rermasuk  bidang
perkawinan  maka  sesuai dengan Paszal 87 avat (1) iUndang-
Undang Naomor 7 Tahbun 1989 maks semua hiays yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugaty

Heaporhbatikan segala ketentuan hukur syara  dan peratu-
rat porundano-undanosn veng berhubuncgan dengan perkarae indg

MENBGADILI

1. Mengabmlben gugatan Fenggugsty

2. Membatalban pernikahen Tergugat 1T (MIFTAHUDIN bin WAHADT
dangan  Tergugat 11 (SUVATT binti SUMANDIY vang pernika~
Pannya  teroatat dalam Akta Mikah nomser ¢ mﬂﬁfﬂ?XXIfxéﬁl
tanggal & Nmn@mhmrrzmq1 di kKantor Wrusso Agama  Fecamabtan
Bawang, Fabupaten B&njarnngara; ;

3. Membebankan kepada Pengguoat untuk membayar bisya perkara
wang  hingoas  kind diperhitungkan sebesar  Rp. 1@G.G$Q,~'
feeratus ssahilan pulub ribu rupiahd;
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di jatuhkan hari Selasa

tanggal 10 September 2002 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab

Demikian putusan ind pada

1423 H, oleh kami Drs. Masthur Huda, SH.MH sebagai  Hakim
Ketuz, Drs. Fuad Amin dan Drs. Abdul Malik masing-masing
sebagai Hakim Anggots, dan dibantu oleh Siti Musriatun M

sebagai Panitera Pengganti yeang diuvcapkan pada hari itu Juga

dalam sidang terbuka untuk wmum, dengan dihadiri oleh para

Hakim fAnggota tersebut dan dihadiri pula oleh Perngougat

tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 111

HAKIM ANGEOTA 1 HAKIM KETUM

ttd

Drs.

ttd
FUAD AMIM Dra. MASTHUR HUDA, SH.HH
HAKIM ANGEOTA T1

ttd

Dre. ABDUL MALIK

FANITERA PENBBANTI

ttd
SITI MUSRIATUN M

Perincian beaya perkara:

1.

e

3.
4,
&,

Beaya Fepaniteraan R 26,000, ~
Femb. AdminiﬁtFasi R 8O, 000~
Pemanggilan Rp. 81.000, ~
Lain-lain APEK iy, 27,000 ,~
Materat R &L D00, -

Fp. 190,000/~

tntuk Salinan
Pengadilan Agamzx Banjarnegara

Fanitera

JAELANI RAHMAT, S5H

XV
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SR INAN PLITUSHN
Nomor s S&68/PdL. B/ 2008/FA.Ba.

Bismil iahifraw.i{n‘ﬁhim
DEMI FEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA B850
Pengadilan Agama Banjarnegara telab meseriksa dan
mengadili pada tingkat pertama atas perkara permohonan
Pembatalan Mikah yvang diajukan oleb : :

ABDOL  KHOLIG HZ, BA, ubur 53 tahun, bebagasa. Isles,
pekeriaan Kepala Kantor lrusan Agame Kecamatan Bawany,
tinggel ‘@i RE08 Rw.T11, Desa Blambangan, Kecamatsn
Bawang, Kabupaten Banjarnegara, selanivtnya disebut
- ’ HELAWARN

" 4

 A. ABUS TUSONG bin MUJER, umtr 30 tabun, beragama Islam,

pekerjaan swasta, tinggal di RE.07 Rwe Y, Desa
Tribusna, recamatan Punggelan, Eatmpasten
Banjsrnegara, sel;n;_jutnya disebut : TERGUGAT i

2. ANDON MARYATI binti SUPRIVANTO, umar 22 tabun, Agama
fslam, pekerjsan tani, tinggal oi RT 04 B 11, Desa
Bawang, kKecamatan Bawang, Kabupatens Banj nr'nega%ra 5
selanjutnya disebut : TERBUGAT 11. :

Fengadilan Agama te%mhut;
Setelah mempelajari berkas perkaras

Betelah mendengar keterangan PENGEUGAT dan Saksi-saksl di

-persidangan;

_ TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Bahwa Pengouoast telah mengsiukan rermohonan  Pembatalen
Miktah pada tanggal 17 Mei 2008 vang =melanjutnys  telah
didaftar pada Eepaniterasn Perkara dibawah nomor register:
. S68/Pdt.B/2004/PA.Ba mengenai hal-hal sebagai berikuty
'~ Batwa pads tenggal 39 Desember 2008 Kepala Kantor Urusan
Agama Fecamatan Bawang selakoe PEN telah mencatat pernikaban

antara TERBUSAT I denpan TERGUEAT II di Kantor Urusan #Agams

Kecaatan Bawang dan  dicatat pads  Buke  Akita  Nikah
No.S22/36/X11/2004 tanggal 23 Desember 2004;

ﬁ"}‘-;»‘; Bahwa pada saat pernikaban calon nempelai, TERSUBAT 11
mem;i:ak@ masih berstatus perawan, sebagaimsns tertulis
dalam . Surat Keterangan Untuk Mikah (model N 1)  yang
ﬂikil‘um;inn wleh Fepala Dess Rawang tertanggal 70 Desember
2004 no. 474 2/6187 2004 : |
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Ratwa pada bulan April 2005 telah datang ke desa Bawang

seorang laki—laki bernama Toye bin Ismangil yang menyatakan

bahma dirinya adalah suami yang sah dari TERGUEAT II tercatat

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Siau dengan nomor akta

nikah 2/IV/2/1999 tanggal 18 Maret 1999 dan sekarang bertem—

pat tinggal di Desa Tanjunganom, Eecamatan Rakit, Kabupaten

Banjarnegaras

Bahwa TERBUBAT 1 menggunakan KTF dengan berstatus BELUM

EAWIN  dengan Namoer 005924 .11, 1802, 500383 . 0002

yvang dikeluarkan oleh Camat Bawang, Kabupaten

untuk melengkapi Berkas Persyaratan Mikah:

Mopember 2004

Banjarnsgara

Bahwa pernikahan TERGUBAT I dan TERGUGBAT 11 vang telah
dilaksanakan adalah CATAT HUKUM karena TERBUGAT 11 masih

terikat perkawinan yang sah dengan Tayo bin

tercatat di- Kantor Urusan #fgama Kecamatan

Kabupaten Sarko Propinsi Jambiz

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat

fsmangil yang

Muara Siau

mohon kepada

Fengadilan figana Banjarnegara agar mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugats

7. Membatalkan pernikahan TERBUBAT 1 dan TERSUBAT Il

Atau memberi putusan lain yang seadil—adilnyas

Bahwe pada sidang yvang telah ditentukan

TERGUBAT [ hadir sendiri sedangkan TERGUGAT I

walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Fenggugat dan

tidak hadir

Babmwa kemudian gugatan FPenggugat telah dibacakan dan

isinya tetap dipertahankan oleh Pengguygats

Bahwa atas permchenan Penggugst terzebut, Tergugat telah

memberikan jawaban yang pada pokoknya telahb mengakui

permohonan Penggugat;

Bahwa P&nggﬁgat telah mensguhkan dalil-dalilnya dengan

menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Katipan akia nikab yang telah dinesegelen atas

nama Agus Tusono dengan Andon Maryati Momor

822/346/X11/2008 tanggal 23 Desember 2004 iF 1)z

2. Fote copy Kutipan Akta Nikah yang telah dinesegelen atas

nama Agus Tusono dengan Andon Maryati Nomor

tanggal 18 Maret 1999 (P 2)3

Bahwa Fenggugat dan Tergugat telah

keteranganya dan mohon putusan 3
Hahwa untuk mempersingkat uraian putusan
riranya hal ikhwal sebagaimana tersebut dalam

persidangan tersebut;

X
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta VI

2/IVI2/1997

mencukupkan

ini cukuplah

berita acara



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  Fenggugat
adalah seperti tersebut diatasj

Menimbang bahwa berdasarkan pengahkuan TERGUGEAT I dan
hukti—bukti tertulis terbukti babwa Yergogat I pada saat
melangsungkan perkawinannya dengan  Andon Maryati binti
Supriyants masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain
bafnama Toye bin Ismangil 3

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan—per timbangan
tersehut diats=s maka berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomos
1 tahun 1974 jo. Pasal 7i Kompilasi Hokum  Islam perachonan
Penggugat dapat dikabulkang ‘

Menimbang bahwa permchonan Penggugat termasuk dalam
bidang perkawinan sesuai dengan pazal 89 ayat (1) Undang-
Undang nomor. 7 Tahun 1989 semua  blaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

HMemperhatikan segala etentuan bukum syara’ dan
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara

inis
MENGADTIL !

1. Mengabulkan gugtaan Penggugat;

?. Menyatakan pernikahan antara Tergugat I (ABUS TUBOND bin
MUJER) dengan Tergugat 1T (ANDON MARYATT binti SUFRIYANTO)
yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2004 batal demi
hukums

3. Menyatakan akta nikah Nomor Mo, 822/34/X11/2004 tanggal 23
Desember 2004 vyang dikeluarken Eantor Urusan Agams
Fecamstan Bawang, Fabtnipaten Banjarnegara tidak
berkekuatan hhkum;

4. Hembebankan kepada Penggugat untuk membayar beaya perkara
yang hingga kini diperhitungkan sehesar Rp. 266.000,- {Dua

ratuz snam puluh enam ribu rupish)j;

Demikian putusan ini di jatuhkan pada hari Senin tanggal
20 Juni 200S M, bertepatan dengan tanggal 1% Uumadil ula 1426
H, oleh kami Dr=z. FUAD AMIN =ghagal Hakim Eetua, Drs. MNOKH.
AKHMAD, SH dan SRI SULISTYAMI ES, 8 masing-masing sebagai
Hakim #Anggota, dan di  bantu oleh HIDAYATI, Sm Hk sebagai
Panitera Pengganti yang diuncapkan pada fhari itu  juga dalam

sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri ocleh pars Hakim

XV
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serta dihadiri pula oleh Fenggugat tanps

Anguots tersebub
hadirnya Tergugat 1 dan Tergugat 11z

HAKIM ANBBOTA 1 HAKIM KETUAZ
et bt
Dre. MOEH. AKHMAD, SH prm. FUAD AMIN

HAKIM ANBBOTA 1T

tid

SRY SULISTYAMI ES, BH
PAMITERA PENGBANTL

ttd

HIDAYATE, Sm HE

Perincian beays perkaras

1. Beava Kepaniteraan Rp. 26 .000 ,~
=, Pemb, Administrasi R, e, 000, ~
X. Lain—-lain APK Hp. 24 000, —
4. Pesanggilan Rp. 120.000,-
5, Materal ®p.  B. o0,

Rp. 226.000,-
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SALINAN PUTUSAN
Nomor: &F1/Pdt .G/2002/00,Ba.

Bismillatirrahmanirrabiim

DEMI KEADILAN BERDASAREAN EETUHGNON YAND MeHS ESH

Pengadilan fgama Banjarngoara  telah mengadili dan

menjatuhkan  putusan  dalam tingkat pertama

Pembhatalan Mitah antara :

atas  perkara

SURARDI, selaku Pegawai Pencatat Mikah Wilavah Mikah

Wilavah KU& Kecamatan Bawanyg, Kabupaten

dengan  alamat J1. Fayva Mantrisnom, HEm.

Banjarnegara,

O Hecamatan

Bawang, Fabupaten Banjarnegara, selanjutnva dissbut

Pengguast:
BERL OWANGSKN DERMNGAN

BURONG  bin MARTO SUBIRYO, wmar 251 tahun, Agama Islam,

perber ixan swasta, tinggsl di Rt.O02

Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten

selaniutnva disebut Tergugat 1;

SET MARYAMTI binti HADI Bak

Ry Dena

Banjarnegara,

LFLULLH, weur 21 tahun, Agama

Imlam, é@kerja%ﬂ swasta, tinggal di BE.01 Rw.V1, Desa

Blambangan, EKecamatan Bawarig, FKabupaten

selanjutnya sebagei TERGUEAT It

SETIO  AJI  bin RUSMADT, wmur 33 tahur,

Banjarnegara,

Agama Islam,

pekerjaan tani, tinggal di Ft.ol Fw.V, Desa Gesmbongan,

Fecamatan Sigaluh, Fabupaten Banjarnegara, sobagai

TERGUGBAT 111y

HADI  SORIFUDIN  bin DARPANT o wmur 43,
peheriaan tani, tingaal di Rt.01
Blambangan, Eecamatan Hawang, Kabupaten

sebagai TERBUGAT 1v;

Fengadilan fAgama tersebut;
Setelah nempelajari berkas parkarasz
Seteiah mendenbar keterangan Pengguast, para

Baksi-Saksi di pergidangang

XX
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TEMTANG DUDUNNYA PERESRA

Bahwa pada tanggal 173 Mei 2007 FPengguaat tsiah MENR T 1
kan  Gugatan Pembatalan Nikah darn kemudisn  terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan fgama  Banjarnegara  dengan  Homor
Register @ ERL/PGE . B/2002/PHA . Ba. vang pada pokoknva  adalah
sehagai berikut:

Bakwa Penggugat  adalah sebagal Perncatat  Hikah  yang
mengavani pelaksanaan nikah antara Surcno bin Harto  Suwirvo
dengan Sri Marvanti binti MHadi Sarifudin, vang telah menikah
pada tanggal & Oktober 2001, Homor Okts Mikah :
G14/19/%72001  di Kantor Urusase fAgama Kecesmatan  Bawang,
Kabupaten Baniarosgara:

Bahwa sewakic akad nikah dilangeungkan  dihadiri oleh
mempelal {alore suami istri), wali nikabh dan  dua O arng

saksl, masing-masing beroama 3

= Munarto, umar 531 tahun, fAgama Isliam, pekeriaan Pembanto

PEN Desa Blambarigary

- Bejo SBudarno,  wmure 40 tahur,  Agams  Islam, p G

swasts, tinggal di Uesa Gembongan,

amatan  Bigaluh,

Eabupatern Banjarnegaras

Bahws tuiuh hari cssbtelah eiidhainy ade SeOrany perempuan

menghadap  Pengougat, mengaky  berrnama  Sri Yuliat: binti
Jiman; melaporkan babwa yang menerima akad gobul  pernikaban

antara Surong bin Marto Suwiryo { Ter at I} dengan  Sri

Marvanti (Tergugat 11) adzlah bubkan Suronoc bin Marto Suwirve
sendiri, melainkan Setio 831 bin Kusmadi  suami  pelapor,
tenpa diberi surat huasa syah dari Burono bin Marto Buwiryo,
pada waktu akad nikah dilaksanakan, Surone bin Marte Suwiryo
{calon suamni) pergi ke Bandung g

Babwa  Penggugat serasa dirugikan (ditipu} mencatat
perkawina  {pernikahan) vang tidak svah dan  tidak  sesuai

dengan PHA Momor @ % Tahon 1990 Fasal 22 ayat (3});

Berdassrkan uraisn  di atas, Penggugat mobon kepada
Pengadilan Hgama Hanjarnegars agar mengadili dan memubusian:
1. Mengabulkan Sugatan Pengaugat;
Ze Menyatakan pernikahan antara Tergugat I (Surono  bin
Harto Suwirvol dengan Tergugst  I1  (Sri Maryanti
binki Hardi Sarifudint, batal demi Praloam

So Menetapkan beava dalam perkars ini menuret hukboms

21

ol

seadil-adilnyag

au memberibar putoe

XXI
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" Bahwa Penggugat dan Tergugat I,II,}IEﬁwdan v had;;\\\\\\
serdicri oi persidangan dan cleh Mailis Hakim telabh dibaoakan
surat gugatan Fenggugat vang isinva tetap dipsrtahankan olel
Fengougat dan FPengougst menambahban keterangan bahwa  yvang
datang di Kantor Urusan figama pada pemeriksaan  seal harny s
Kayimnya vang bernama Muriarto, Kayim Desa Blambangan dan
Fenggugat percava dengar data-data vang dibawa aleh Kavim
tersebuty

Batwa  pemerikssan kepada calon pengantin  dilaksanakan
pada  saat akad nikah dan pada sast itu  PFenggugat  bertanva
kepada semus vang hadir, mereks membenarkan data—data vang
ada  dan  tidak ada vang meniyvanghkal, kemudian  akad  nikabh
dilaksanakan wieh Wak il FPenggugat Vang bernamsa
thrip Bantozo:

Bahwa ates gugatan FPenggugat tersebut, para Tergugat
memberikan - jawaban  vang  pada pokoknva  adalah sebagal

Derikuts

Tergugat I s

- Bahwa Tergugat 1| eengetabui kalau akan dinikahkan, barena
ibunvs telab melamar kepads keluarga Tergugat I11;

- Bahwa Tergugat I pergi ke Bandung karena Tergugat I tidak
menginginkan peenitahan dengaen Sed Haryans Clergugat TI):

- Bahwa  Tergugat I pulang membaws wanits lain vaitu pacar
Tergugat I, karzna Tergugat I tidak senang dengan Ferrogugat
11 yang hanva baryawannya, namun  karena S@ring pergil
berdua sehingga ibunya menvangka pacarrnyas

-~ Bahwa setelah teriadi akad nibkab antars Tergugat I1 dengan
Tergugat 111, Tergugat I fidak pernah tidur berzama derigan
Tergugat II walsupun Tergugat I ada dirumshness

- Bahwa pads waktu Tergugat I aken pergi ke Bandung tidak
pernab  berpesan kepada Tergugat Il atau siapapun  untuk
mewakilinysa dalam pernikaban tersebut, karena Tergugat
pergi ke Bandung untuk menghadiri pernibabang

Tergugat 11

~ Babwa Tergugat 11 kenal dengan Tergugat [ kerena sobagai

suaminye  dan sebelum menikah Tergugat 1§ bekerisa di  Kafe

e milik Tergugat I sebapsi kasirg

- Bahwa antara Tergugat 11 dengan Tergugat 1 karena s@ring
bertemy sehingga saling jstub cinta dan  sepakat  antub
menikahg

- Bahwa ketiks akad nikah Tergugat 1T sudab hemil 2 bulang

- Babwa sewaktu akad nikah Tergugaet I tidak datang dan  vyang
datanyg adalah Tergugat ITI, teman karib kakak Terougat |

yang bername Butarnog

XXI
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~ Hahwa Tergugat Il mengetabui vang akad nikah  adalah huaah
Tergugat [ tetapi Tergugat 111, dan T@;ngat 1T tidak
melaporkan hal tersebut kepada FPHN karsna  hatanya abad
nikahnya svah dan Tergugat 11 disurubh  diam  zaja  tidak
bolen berkata vang sebenarnyas

- Bahwa setelah akad nikab Terguget II tidak pernah tinggal
bersama Tergugat 117 tetapi dibswa kerumah Tergugat 1 di
Desa Gembongan, dan tinggal bersama selams 1 bulan  dan
Tergugat 11 baru pulang kerumah orang tuanya sendiri di
Desa Blambangan karena tidak pernah berteso dengan

Yergugat Ij

Tergugat 1I11j

~ Babwa TVergugat 111 vang mengaku bernama Surono (Tergugat
1} pada saat pernikahan data pengantin yvang dilakukan oleh
Fantor Urusan Agama Necamatan Hawang atas  permintaan
Sutarno, .60, kakak Tergugat I vang kebingungan pada saat
itu karena Tergugst @ pergl ke Handungy

- Bahwa Tergugat (11 tidak mendapat amanat dari Tergugal i
untuk meniadi wakilnve dalam pegrnikahan tersebhut Rarena
tidak pernabh bertemu;

~ Babwa Tergugat 17 mauw meniadi wakil Tergugat I tanpa  ada
surat - kuasa atas  dasar niat baik untuk membartu
Butaroo, S.6g yang kebingungan dan antuok osnutupl rass
malu keluarganyas

~ Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat 111 tidak atas nama
Tergugat I tetapi disurub mengashu bernama Burono { Tergugat
1) namun dalam bati tetap sebagal Tergugst I

- Bahwa setelab akad nikah Tergugat [II tidak persah tidor
berzama dengan Tergugat 11 (8ri Maryvantiy karens Tergugat

111 mengangoap Tergugat 11 adalah istri Tergugat 13

Tergugat IV

~ Bahws saksi mengetabui calon pengantin pris adalah  bukan
Tergugat I akan tetapi Terguoat 111 dan saksi tidak merla—
por  hal  ini kepada pegewai Farntor Urusan  Agama  karenas
sudah sepakat untuk tidak mengatakan yang sebenarnya;

- Batwa Tergugst 11 benar sudah dilamar oleh  ibu k andurg

Tergugat I dan saksi menerima lamaran tersebuat;
Bahwa Penggugsat dimuke sidang  telabh  aoeneguhkan dalil-
dalilnyva dengan mengemukakan bukti surat berups @

1. Foto copy Futipan Akta Mikah veng dikelusrkan aleh antor

f2 {0

v

Urusan  figama  Keoa Fabtupsten Banjarnegars

XXI
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Z£. Dattar Pemeriksaan Mikah FKecamatan Hamang, Kabupaten
Banjarnegara f{diberi kode P.2)3

<. Fekomendasi  Mikabh A.n Surono dari Kantor lUrusan 3 &
Kecamatan Sigaluh, Fabupaten Banjarnegara {diber: bhode

P.3)3

4. Fote copy ETP f.n. Surono {diberi kode P,4);

%. Foto copvy Dispenzasi Mikah dari  kantor thrusan Sgama
Kecamatan Bawang, Eabupaten Banjarnegara {(diberi hkode
F.B)s

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Urip Santosoc  bin Amanulloh, umur 446 tabun, Agams
Ielam, pekeriaan Wakil PPN FUA Fecamatan Bawang,
Kabupaten Banjarnegarasg

Betelah mengucapkan sumpah serara Islam sakei MENEE arg -

karn sebagai bsrikut

= Bahwa apabila ada erang mau menikah sebeslumnya mendattar
1¢ hari  atau 11 hari dengan  meambawa  surat-surat  yang
diperlukan;

- Bahwa saksi vang melaksanabkan pernikaban  antara Surono
dengan Sri Maryvanti;

~ Bahwa pada zast sebelum akad nikah saksi melakukan per—

iksaan ulang calon peEngantin dan semus orang  sveng hadire

e daba-datainyas

~ Bahwa sabzi tidak tahe bahwa vang menjadi pengantin laki-

laki  bukan SBurono barena pada  waktu  pescrikzaan ulang
calon pengantin laki—laki mengaku bernams Surono dan tidak

ada vang menyanghkal g

- Bahbwa padsa =zast permeriksasan, saksi  tidak  mencocobkan
orangnya dengan fotomnva atau dengan KTPwnya,' dan  saksi
baru  tahbu  kalsu yang menjadi pengantin  laki-laki  bubkan
Burona, setelah beberapa bari, setelah datang istri Setio
Ail melapor hahwa vang menjadi pengantin laki-laki ketika

1ty adalah suaminya yang bernama Setio Aiig

2. Munarto bin Amad Manarn, wwur 31 tabun, Bgana Islam,
pakerjaan  Haur Kesra, . tinggal di  Desa Blambangan,
Kecamatan Bawang, Kabupaten Baniarnegaras

Dibawabh sumpah saksi telah memberiban keterangan Yang

pada pokaknva adalah sebagai berikut

= Bahwa =zaksi mengetabui bahws Tergugat IV akan menibabkan
anakrva, Tergugat 11 dengan Tergugat I setelah datang
kerumah saksi dengan menbawa kelongkapan surat-surat YaRrng
diperlukan;

~ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan taku hetiks akad
nikah dia tidak hadir dan diwakilban kepada Yergugat 111;

XXI
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Urus figa
karena telah sepakat dengan kakah kandung Tergugat I Yarg
bernama  Sutarno  datang dirumah saksi pggi hari asebelum
akad nikah dan mengatakan bahwa Tergugat 1 pergi ke
Bandung sehingga Tergugat 111 akan mrewakili Tergugat I dan
ketika diminta surat kuasa, dia menvatakan pErouma  karena
Tergugat 1 tidak mensndatangani surat  tersebut  karena

sudaly pergl ke Bandungs

- Bahwa  saksi  msenvuruh agare grang-orang vang hadir  npanti

tidak mengatshan vang sebenarnva dan mereka jugas setuiiag

3. Butarro, S.Ag bin Marte, umer 33 tabun, Agama Islam,
peberiaan honor  di KUS Bdgalub, tinggal di  Desa
Gemnbongan , Fecamatan Sigaluh, Fabupaten

Barnjarnegaras

Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan vang

pada pokoknya adalah sebagai berikuet o

Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat 1
Hahwa pada waltu akad nikab, pengantin perempuan, wali dan

eakei~zabkel somus

i pEngantin pris vang.
bernama EQ;;H; (T@Egugat I} karenz pergi ke Basndung dan
vang senjadi pengantin pria pada waktu itu adalah Getio
Aii (Tergugat I[I11);

Babwa sakei  tidak selapor hepada KUA  babws  Tergugst

tidak hadir tetapi saksi melapor hepads pak Favim  (Munar-

to) dan ketika pak Kayim menanyakan surat  kusss, saksi
menjawab  babwa surat kuasa tersebut  tidak  ada gumangar

harena tidak ddtanda tangani oleh Tergugat 13

- Bahwa bapak Kayim, Tergugat III, Tergugat IY dan Tergugsat

I1 dan para saksi semuanys sepakat sgar dalam skad nikah
nanti tiﬂaﬁ ada vang mengatakan ﬁeﬂgantin pria  adslahb
bukan  Surono (Tergugat 1) sehinggs shad nikab pada  waktu
itu berjalan lancars

Rahwa Terguget 111 bersedia mewakili Tergugst I dalam
ijab gobul ftw adalah karena keéauanmya apndiri dan tidak

ada janil apa-aps dari saksi;

Bahwa para pibak dalae perkara ini  telah  mencubupkan

alat bukti dan tidak menambab keterangan vang lain  serta
\

mebon putusang

XX
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fahwa jalannva pemeriksaan telah fercatat dalam berita
acara persidangan perkara ini, maka untuk meringkaz wraian
putusan ini cukup kiranva Pengadilan menunjuk berita acara

tersebut;
TEMTANG PERTIMBANBAN HURUM

Menimbang, babwa maksud gugsatan Fenggugst adalah seba-
gaimana yang diuraikan diatasg

Menimbang, babwa Majlis Hakim telah berusaha mendana i
kan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak perhasils

Menimbang, bahwa Penggugat telsh mengajukan et P.l o~
F.5% vyang merupakan bukti telabh dilakzanakannya perkawinan
antara Tergugst I dan Tergugat 11 yang pada waktu akad nikah
Tergugat I diwakili oleh Tergugat I1I3

Neﬂimbané, hahwa berdasarktan keterangan para saksi dan
keterangan Tergugat I dipereidangan maka telah dipercleh
fakta bhabwa Tergugat 111 mewakili Tergugat I tanpa cdisuruh
aleh Tergugat 1 dan tanpa adanya surat  kussa  yang sah,

sehingga Tergugat 11! bukan orsng vang smempunyai. hak  atan

kgpentingan  dedles akad nikah tersebut {(perzons standi  ino

judicin) dan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2} Kompilassi
Hukom [slam; v

Menimbang, bahwa salah satu syarat dari akad nikah
adalah suami istri itu harus sudah ditentukan atau  tertentu
orangnys dan apabila orang tersebut tidabk jelss kadudukannya
maka akad nikah tersebut tidak sabh  atau  batalg

Menimb&ng;.bahwa perdasarkan pertisbangan-pertisbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telabh tidak sesuai
dengan maksud Pasal 14 dan FPasal 29 ayat (2) Feamnpa lasi Hubkum
Isiam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulikang

Menimbang. bahwa gugatan Penggugat termasuk  bidang
perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 avat {1} Undang-
Undang Homor 7 Tabun 1989 maks semua biava vang timbul dalam

perkara ini dibsbankan kepada Fenggugat;

HMenimbang, babwa Majlis Hakim perlu mengemukakan ibarst.

dari "Kitab al- Fighul Islami we Adilatuba” Earangan
Dr. Wahbah Zuhaili halaman 48 vang berbunyi :
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adand p2 W ate ylamid ailal '“‘“"_"

Targ vano melakuban writuk  dirinva

sendiri atau orang ] uritub melaku-

Lam k bt famarr 79 disebut-—

ban Baritat

= s ) j
onpaill 31 ot bt BN b o gl Y Ovieme Oy 5 I8V e %
beiaes 0 9 gone pld

stami  istri

tente keduanva, ka

vang dimaksud dalam

tertentunva mio o tetri, maka  tidak

SliEm

-t tun

syah nikah tanpa t

i s

Memperhatiban segala keterntuan hukum #yvara’ dan peratur

pey

perhubungan are perkara inig

MENGAD ILI

Surono bin Marto

s

DUWIrye deng arifudin, adalah

. Menyataban shta nikah Nomor : 5140 tertanggal 1é

Oktober 2001 vang dikeluarban ol Lo hrusan Agama

Kecamatan Bawang, Ka rtpaten tidak mempunvai
kekustan pembuktian:

4.

Pingga  bird dipgrhitungkan seb
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Orang Tua
Bapak
Alamat

Ibu
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Alamat
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3.  MAN Purbalingga, lulus tahun 2003
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas
Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
masuk tahun 2003
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: Cipawon RT 05 RW 1V, Kecamatan Bukateja,

Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah

: Hidayati SmHk
: PNS
: Cipawon RT 05 RW IV, Kecamatan Bukateja,

Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
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